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Tindak Pidana Kchutanan seperti pcrambahan, pcndudukan kawasan, 
kebakaran hu1an, Illegal logging. dan lain sebagainya yang tcrjadi di Indonesia 
kbususnya di Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu kejahatan yang sulit 
diberantas, sebagaimana kita kctahui bahwa butan yang berfungsi sebagai salab satu 
system pcnyangga kchidupan, keMaannya sekarang cendrung menurun 
kelestariannya. Oleh karcna itu pcmcrintab baik pusat maupun daerah bcrusaha 
mengadakan pcngaturan-pcngaturan hokum terhadap tindak pidana kehutanan yang 
dilakukan oleh orang-orang yang tidak benanggung jawab, untuk itu diperlukan 
adanya pcngawasan hutan secara terpadu dan berkesinambungann sehingga dapat 
meniminalkan kerusakan hutan yllDg terjadi di Indonesia khususnya di Provinsi 
Sumatera Utara. 

Dalam skripsi ini penulis mengangkat pcrsoalan bagaimana peran 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melakukan pcnyidikan dalam pcmberantasan 
tindak pidana kehutanan, apa-apa saja yang dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
dalam usaha pemberantasan tindak pidana kehutanan, dan upaya-upaya yang 
dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipi l  untuk pcmberantasan tindak pidana 
kehutanan di Provinsi Swnatera Utara. 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kchutanan merupakau 
upaya untuk menanggulangi tindak pidana kebutanan, akan tetapi pcrkcmbangan 
selanjutnya menunjukkan bagaimana variatifnya modus operandi yang dilakukan oleb 
pclaku tindak pidana kehutanan tersebut, sehingga dalam proses pcnyidi.kan terhadap 
tersangka ataupun para pclaku tindak pidana kchutanan harus tunduk dan sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 41 Tabun 1999 tentang Kehutanan dan tidak tcrlepas 
juga dengan ketentuao-ketentuan yang diatur dalam KUHAP. 

Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dines Kehutanan Provinsi 
Sumatera Utara yaitu agar pcn1111ganan tindak pidana kehutanan lebih efektif dalam 
melakukan penyidikan tcrbadap tindak pidana kebutanan tersebut, hal ini disebabkan 
karen.a keterbatasan yang selalu diluidapi oleh Penyidik Polri karcna keterbatasan 
personil dan pengetabuan dibidang tertentu yang sering kali menyebablcan pcnyidik 
polri tidak mampu menangani tindak pidana tertentu yang terjadi. 

Penelilian ini dilakukan dengan eara pcnelitian langsung ke lapangan 
dcngan studi kepustakaan, yaitu dcngan melakukan pcnelusunm terbadap buku-bulru, 
literanue-literatur yang berk.aitan dengan tindak pidana kehutanan dan juga 
melakukan wawaneara seeara langsung dengan pihak-pihak yang terlcait, dengan 
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Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dengan menggunakan data-data yang ada 
diuraikan basil-basil penelitian melalui data primer dan data skunder yang kemudian 
diseleksi serta dianalisa sedangkan data yang diperoleh dilapangan diedit sehingga 
diperoleh suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dibahas yaitu 
penanganan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil (PPNS). 

Dan berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan 
bahwa kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 
dalam melakukan penanganan tindak pidana kehutanan secara urnum adalah : 
lemahnya koordinasi antu penegak hokurn. pelaku utama (actor intelektual) yang 
sulit ditembus oleh hokum, adanya otonomi daerah, kurangnya sarana dan prasarana, 
dan keterbatasan dana. 

Bahwa supaya penanggulangan tindak pidana kehutanan dapat berjalan 
dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan maka harus dilakukan peningkatan 
pemberantasan 1indak pidana kehutanan, mempersiapkan aperatur peoegak hokum 
baik dari segi kualitas maupuo kuaotitas dan membe.rlakukan peraturan-peraturan dan 
ketentuan-ketentuan tentang kehutanan dengan sebaik-baiknya guna meminimalkan 
sekecil mungkin tindak pidana kehutanan tersebut diseluruh Indonesia kbususnya di 
Provinsi Surnatera Utara. 
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